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STUDI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI DESA BUKIT MAKMUR
KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN
KUTAI TIMUR

Rahma Yunita®

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang
Kabupaten Kutai Timur dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan untuk mengetahui faktor-faktor
pendukung dan kendala-kendala dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan
di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, sumber
data yang diambil meliputi data sekunder yang terdiri dari dokumen-dokumen
maupun laporan-laporan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan
administrasi kependudukan di Desa Bukit Makmur, dan data primer dengan
menggunakan teknik purposive sampling yang berupa wawancara bersama
pihak terkait dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di Desa Bukit
Makmur.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dan wawancara serta
studi dokumentasi, kemudian dilakukan analisis menggunakan analisis
kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah tentang pelayanan administrasi
kependudukan di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai
Timur belum berjalan secara optimal khususnya dalam memberikan pelayanan
yang baik kepada masyarakat di Desa Bukit Makmur. Diharapkan pemerintah
mampu menjawab masalah-masalah yang menjadi kendala dalam
melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di Desa Bukit Makmur
Kecamatan Kaliorang. Dalam hal ini seperti menambah pembangunan sarana
dan prasarana insfrastruktur yang ada di suatu kantor di Desa Bukit Makmur
serta prasarana lainnya guna demi tercapainya suatu pemerintahan yang baik
dalam melakukan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Oleh karena itu,
permasalahan pembangunan desa tidak hanya cukup dari perhatian dominan
pembangunan fisik, akan tetapi yang lebih penting juga adalah pelayanan yang
baik kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci : pelayanan, administrasi, kependudukan Desa Bukit Makmur
Pendahuluan

Good governance merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam
pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat akan
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terselenggaranya pemerintahan yang baik tidak lepas dari sejarah perjalanan
administrasi pemerintahan pasca kemerdekaan sampai era reformasi sekarang
ini. Sejarah birokrasi di Indonesia memiliki raport buruk dimulai pada masa
Orde Baru yang mana menjadikan birokrasi sebagai mesin politik. Tradisi
birokrasi yang dibentuk lebih sebagai alat penguasa untuk menguasai
masyarakat ketimbang sebagai pelayan masyarakat.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah
Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi yang merupakan identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh
seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pejabat
Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting
yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Setelah era reformasi bergulir, kinerja pelayanan birokrasi pemerintah
tidak banyak mengalami perubahan secara signifikan. Seperti pendapat
Dwiyanto dalam Santosa (2008: 120) menyatakan bahwa para aparatur Negara
atau birokrat tetap menunjukkan derajat rendah pada akuntabilitas,
responsivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
terkhususnya pada pelayanan Administrasi Kependudukan.

Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas merupakan salah
satu ciri kepemerintahan yang baik sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur
Negara. Untuk itu, aparatur negara diharapkan semakin secara efisien dan
efektif melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan
pemerintahan, pembangunan, dan pengayoman kepada masyarakat untuk
mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik, serta memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat.

Pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan di kantor
Desa Bukit Makmur diantaranya adalah pelayanan administrasi pembuatan
KTP dan KK, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Pengantar Akta
Kelahiran, Surat Pengantar Akta Kematian, Surat Pengantar Akta Perceraian,
Surat Pengantar Akta Perkawinan, Surat Pengantar Nikah, Surat Pengantar
Pindah Datang/Domisili. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan
beberapa permasalahan. Salah satu yang paling terlihat adalah dari
ketidakdisiplinan pegawai yang sering datang terlambat dan terkadang tidak
ada di ruangan pada saat jam kerja. Selain itu papan informasi pelayanan yang
ada, isinya tidak lengkap karena belum memuat semua informasi mengenai
jenis pelayanan yang ada.

Desa Bukit Makmur sebagai instansi penyelengaraan pemerintah yang
sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat tentunya senantiasa meningkatkan
kualitas sehingga dapat berusaha untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara maksimal agar tercapai suatu kepuasan masyarakat yang
dilayani.
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Peristiwa Penting yang dimaksud yaitu kejadian yang dialami oleh
seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahirmati, perkawinan, perceraian,
perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Izin Tinggal
Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang asing untuk tinggal
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang
terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Izin Tinggal
Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal
menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Petugas Registrasi adalah pegawai
yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan
Peristiwva Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan
penyajian data kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.

Melalui Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, Menetapkan Undang- Undang
Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan. Pasal 1 beberapa ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) diubah sebagai berikut
Ketentuan angka 14, angka 20, dan angka 24 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud
dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban  dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.

Pelayanan administrasi kependudukan sesuai dalam UU nomor 24 tahun
2013 sebagai tolak ukur terhadap kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan
Kaliorang khususnya Desa Bukit Makmur ini juga membuat peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menungkannya
dalalm bentuk skripsi.

Kerangka Dasar Teori
Pelayanan

Pelayanan adalah perihal/cara melayani; usaha melayani kebutuhan orang
lain dengan memperoleh imbalan uang/jasa; kemudahan yang diberikan
sehubungan dengan jual beli barang/jasa. (Kamus Besar Bahasa Indonesia,
1996:571).

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang,
kelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk
memenuhi kebutuhan. Menurut Monir (2003:6) dalam Pasolong (2010:128)
mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui
aktivitas orang lain secara langsung.
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Menurut Sampara dalam Sinambela (2010:5) pelayanan adalah suatu
kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar
seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan
kepuasan pelanggan. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan
pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan
melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman;
menyediakan keperluan orang; mengiyakan, menerima; menggunakan.

Administrasi

Berikut adalah pengertian administrasi menurut seorang ahli, Undang-
undang dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut ahli yang bernama Max
Webber (dalam kumorotomo 2005:82) mengemukakan bahwa administrasi ini
merupakan penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Otoritas disini dapat
dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi
dari rakyat melalui negara.

Mengenai Pelayanan Publik telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 1 ayat (1) Pelayanan
publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan
serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi ; kedua,
usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan serta
mencapai tujuan; ketiga, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintah; keempat, kegiatan kantor dan tata usaha (Kamus Besar Bahasa
Indonesia, 1994: 8).

Pelaksanaan

Siagian S.P (Sumber : Buku Rahardjo Adisasmita, 2011) mengemukakan
bahawa pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian
motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada
akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi
dengan efisien dan ekonomis.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana
yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya
dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana
pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau
usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan
kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala
kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat
pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara-cara yang harus dilaksanakan, suatu
proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan
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ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis
maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai
sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Kependudukan

Aliran Malthusian adalah aliran yang dipelopori oleh Thomas Robert
Maltus, seorang pendeta Inggris, hidup pada tahun 1766 hingga tahun 1834.
Pada permulaan tahun 1798 lewat karangannya yang berjudul: “Essai on
Principle of Populations as it Affect the Future Improvement of Society, with
Remarks on the Specculations of Mr. Godwin, M.Condorcet, and Other
Writers”, menyatakan bahwa penduduk (seperti juga tumbuhan dan binatang)
apabila tidak ada pembatasan, akan berkembang biak dengan cepat dan
memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi ini. Tingginya
pertumbuhan penduduk ini disebabkan karena hubungan kelamin antar laki-laki
dan perempuan tidak bisa dihentikan.

Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain ( Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun
2006).

Dasar hukum Administrasi Kependudukan di atur dalam Peraturan
Pemerintah nomor 37 Tahun 2007 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Menteri Dalam Negeri
(MENDAGRI) yang mengatur Pelayanan Administrasi pembuatan KTP,
pembuatan KK, pembuatan SKTM, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta
Perceraian, Akta Perkawinan, Surat Pengantar Nikah, pembuatan Surat Pindah
Datang/Domisili maka Administrasi Kependudukan haruslah diselenggarakan
dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, menjelaskan bahwa : Administrasi Kependudukan sebagai
suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari
penyelenggaraan Administrasi Negera. Dari segi kepentingan penduduk,
Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif,
seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen
Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif (Penjelasan atas
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006).

Dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dimana
yang berperanan penting dan yang berkewajiban menyelenggarakan urusan
Administrasi Kependudukan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Peranan pemerintah adalah untuk memastikan
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bahwa interplay kepentingan pribadi bagi setiap individu bisa dijalankan secara
bebas dan terbuka (Miftha Thoha, 2008 : 85). Mengenai peranan dari
Pemeritah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana
diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 tentang
Administrasi Kependudukan yaitu : Pemerintah berkewajiban dan bertanggung
jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang
dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi :
a. Koordinasi antar instansi dalam urusan Administrasi Kependudukan;
b. Penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi
Kependudukan, sosialisasi Administrasi Kependudukan;
c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan
Administrasi Kependudukan;
d. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; dan
Pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan,
sedangkan untuk Pemerintahan Provinsi diatur didalam Pasal 6 Undang-
Undang No. 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriftif Kualitatif yaitu suatu
metode penelitian yag dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambar
tentang suatu deskripsi suatu keadaan secara obyektif.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian
kepustakaan yang didapat dari buku-buku yang memuat tentang teori dan yang
berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan dengan teknik
observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen yang masih terkait dengan
penelitian ini.

Oleh sebab itu, diperlukan pencarian informasi yang benar-benar valid,
absrak bisa dipertanggungjawabkan, dengan demikian diperoleh gambaran
yang lengkap Studi Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa
Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur.

Tempat dan waktu penelitian yang dilakukan penulis bertempat di Kantor
Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. Penelitian
yang penulis lakukan merupakan serangkaian kegiatan yang saling
berhubungan satu sama lain, maka untuk mendapatkan hasil yang memuaskan
dalam penelitian yang dilakukan, diperlukan tahapan atau proses-proses yang
sudah direncana dan terjadwal, supaya penelitian yang dilakukan penulis
berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapakan. Adapun waktu yang
diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini mulai bulan november 2016
sampai selesai.
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Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Bukit Makmur Kecamatan
Kaliorang Kabupaten Kutai Timur

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dan
kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian dari perumusan masalah, maka
hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Pelayanan Administrasi KTP (Kartu Tanda Penduduk)

Berdasarkan hasil wawancara penulis oleh kepala Desa Bukit Makmur,
mengemukakan bahwa:

Berdasarkan informasi kades dan hasil observasi secara langsung oleh
peneliti menunjukkan bahwa pelayanan yang di berikan cenderung tidak
optimal karena masih terdapat berbagai kendala diantaranya yaitu proses
pengiriman data yang berkepentingan ke Disduk Capil terkadang lama
sehingga harus menunggu dan proses pelayanan di kantor Desa Bukit Makmur
kadang tidak tepat waktu serta masih adanya pemungutan biaya administrasi.

Pelayanan Administrasi KK (Kartu Keluarga)

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala Desa
Bukit Makmur, beliau mengatakan bahwa:

“KK adalah dasar e-KTP. Faktor penghambat pembuatan KK adalah
sulit untuk menemui ketua RT yang sering tidak ada ditempat. Pegawai
administrasi  tidak diberikan pelatihan terhadap pelayanan ini.
Masyarakat tidak ada mengalami keluhan. Pelayanan ini tidak di
lakukan pemungutan biaya tegas Ibu Kades dan pembuatan KK dapat
dilakukan di Kantor Desa. Adapun prosedur dan persyaratannya adalah
surat pengantar RT, Dusun atau Desa, mengisi formulir F1 setelah itu
dibawa ke kecamatan untuk diproses di Capill. Kesalahan data didalam
KK dapat dilakukan perubahan data di kecamatan dengan membawa
ijjazah terakhir atau akta kelahiran yang berkepentingan.” (wawancara
22 November 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan hasil observasi secara langsung
oleh peneliti menunjukkan bahwa pelayanan yang di berikan dapat belum
berjalan secara optimal, dilihat dari kedipsilinan pegawainya, sulit untuk
menemui ketua RT yang sering tidak ada ditempat dan perlunya ada pelatihan
pegawai administrasi terhadap pelayanan ini. Serta masih di lakukan pungutan
biaya dan proses pembuatan KK masih tidak tepat waktu sampai membutuhkan
waktu 1 bulan.

Pelayanan Administrasi SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)
Berdasarkan hasil wawancara penulis oleh kepala Desa Bukit Makmur,
mengemukakan bahwa:
“Pelayanan SKTM terbagi 2 yaitu pengobatan dan pendidikan.
Pelayanan administrasi ini tidak ada dilakukan pelatihan. Sejauh ini
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tidak ada keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan SKTM.
Pelayanan ini tidak memungut biaya administrasi. Prosedur dan tata
cara mengurus SKTM untuk pengobatan adalah surat pengantar dari
RT, surat pernyataan tidak mampu dari yang bersangkutan, fotocopy
KTP, fotocopy KK, dan SKTM dari desa pengobatan yang dilakukan di
Puskesmas membuat 5 rangkap 1 untuk desa , 1 untuk RT, 1 untuk yang
berkepentingan, dan 2 untuk puskesmas, jika ada rujukan membuat 6
rangkap yaitu 1 untuk desa, 1 untuk RT, 1 untuk yang bersangkutan,
dan 3 untuk rumah sakit. Prosedur dan persyaratan untuk pendidikan
adalah surat nikah orang tua, surat pernyataan tidak mampu dari yang
bersangkutan, surat pengantar RT, fotocopy ijazah terakhir yang
bersangkutan, dan SKTM dari desa.” (wawancara 22 November 2016)
Berdasarkan hasil informasi yang saya dapatkan menunjukkan bahwa
pelayanan administrasi SKTM dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik, hal
ini didukung oleh pendapat dari masyarakat yang telah di teliti langsung di
lapangan, tidak banyak keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan pembuatan
SKTM kepada yang bersangkutan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik
di Desa Bukit Makmur.

Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kelahiran

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Kades Desa Bukit Makmur,
yang mengemukakan bahwa:

“Pelayanan pegawai administrasi kepada masyarakat sangat ramah dan
baik. Tidak ada hambatan dalam melakukan proses pelayanan Surat
Pengantar Akta Kelahiran. Mengenai Pelayanan Akta Kelahiran Kantor
Desa Bukit Makmur hanya membuatkan Surat Keterangan/Pengantar
Akta Kelahiran saja dan Capil sebagai out put. Kantor Desa Bukit
Makmur belum ada pelatihan mengenai pelayanan ini. Dalam
pelayanan ini tidak ada pungutan biaya apapun. Tidak ada keluhan dari
masyarakat. Persyaratan dan prosedurnya adalah KK, KTP suami istri,
kemudian fotocopy Surat Nikah dan Kantor Desa akan membuat Surat
Keterangan Lahir, keterangan lahir dari puskesmas perlu dilampirkan.”
(wawancara 22 November 2016)

Dari hasil data yang diperoleh melalui wawancara diatas maka peneliti
dapat menyimpulkan bahwa pelayanan Surat Pengantar Akta Kelahiran di Desa
Bukit Makmur dari tahun sebelumnya hingga saat ini dapat dikatakan
cenderung belum terlaksana secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih
dilakukan pemungutan biaya dan proses pelayanan yang dibutuhkan kurang
tepat waktu.

Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kematian
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan yaitu melakukan
wawancara langsung dengan Ibu Kades di Desa Bukit Makmur mengenai

385



eJournal Pemerintahan Integrattif, Volume 5, Nomor 3, 2017: 378-389

pelayanan Surat Pengantar Akta Kematian, bahwa:

“Kantor desa hanya membuat surat keterangan kematian. Tidak ada
hambatan dalam pelayanan ini. Dalam pelayanan ini tidak ada pelatihan
yang diberikan. Tidak ada keluhan mengenai pelayanan ini. Sebelum
dibuatkan surat keterangan kematian keluarga yang meninggal atau
yang berkepentingan membawa fotocopy KK ke kantor desa. Pelayanan
ini pun tidak ada memungut biaya apapun. Adapun prosedur dan
persyaratannya adalah harus membawa surat keterangan dari RT
mengenai identitas orang yang telah meninggal tersebut, dan membawa
fotocopy KK.” (wawancara 22 November 2016)

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dapat menyimpulkan bahwa
Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kematian terlaksana cukup baik
dilihat dari kesadaran pegawainya untuk disiplin. Serta masyarakat tidak
banyak keluhan terhadap pelayanan ini.

Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Perkawinan
Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti di lapangan vyaitu
melakukan wawancara langsung dengan Ibu Kades di Desa Bukit Makmur
mengenai pelayanan Surat Pengantar Akta Perkawinan, bahwa:
“Kantor desa Bukit Makmur hanya melayani Surat Pengantar Akta
Perkawinan dalam NTCR (Nikah Talak Cerai Rujuk) melayani bagi
yang nikah saja. Dengan mengisi formulir N1 sampai dengan N7 bagi
yang ingin menikah. Tidak ada hambatan dalam proses pelayanan ini.
Aparatur kantor desa Bukit Makmur tidak ada menerima pelatihan
mengenai pembuatan Surat Pengantar Akta Perkawinan. Tidak ada
keluhan masyarakat terhadap pelayanan ini. Pelayanan ini tidak ada
memungut biaya administrasi. Persyaratannya yaitu fotocopy KK, KTP
yang bersangkutan, fotocopy ijazah terakhir guna identitas yang
bersangkutan sesuai dengan ijazah dan agar tidak terjadi kesalahan
dalam melakukan pendataan.” (wawancara 22 November 2016)
Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa pelayanan
administrasi Surat Pengantar Akta Perkawinan sudah berjalan cukup optimal
dari tahun sebelumnya walaupun masih memiliki kendala. Meski masih
memiliki fasilitas yang terbatas kualitas pelayanannya sudah banyak lebih
dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat Desa Bukit Makmur.

Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Nikah
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan yaitu melakukan
wawancara langsung dengan Ibu Kades di Desa Bukit Makmur mengenai
pelayanan Surat Pengantar Nikah, bahwa:
“Kantor desa Bukit Makmur hanya melayani Surat Pengantar Akta
Perkawinan dalam NTCR (Nikah Talak Cerai Rujuk) melayani bagi
yang nikah saja. Dengan mengisi formulir N1 sampai dengan N7 bagi

386



pelayanan administrasi kependudukan Desa Bukit Makmur (Yunita)

yang ingin menikah. Tidak ada hambatan dalam proses pelayanan ini.
Aparatur kantor desa Bukit Makmur tidak ada menerima pelatihan
mengenai pembuatan Surat Pengantar Akta Perkawinan. Tidak ada
keluhan masyarakat terhadap pelayanan ini. Pelayanan ini tidak ada
memungut biaya administrasi. Persyaratannya yaitu fotocopy KK, KTP
yang bersangkutan, fotocopy ijazah terakhir guna identitas yang
bersangkutan sesuai dengan ijazah dan agar tidak terjadi kesalahan
dalam melakukan pendataan.” (wawancara 22 November 2016)
Kesimpulan dari hasil wawancara oleh peneliti secara langsung di
lapangan diatas adalah pelayanan Surat Pengantar Nikah dikatakan belum
berjalan secara optimal, terbukti dari keakuratan, kejelasan, dan ketepatannya
yang masih kurang.

Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Pindah Datang/Domisili

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan yaitu melakukan
wawancara langsung dengan Ibu Kades di Desa Bukit Makmur mengenai
pelayanan Surat Pengantar Pindah Datang /Domisili, bahwa:

“Pelayanan pegawai kepada masyarakat sudah maksimal. Tidak ada
hambatan dalam proses pelayanan Surat Pengantar Pindah
Datang/Domisili. Tidak ada pelatihan terhadap pelayanan ini. Tidak ada
keluhan masyarakat terhadap pelayanan ini. Pelayanan ini tidak
memungut biaya administrasi apapun. Warga luar yang ingin masuk ke
desa Bukit Makmur maka membawa surat pindah dari daerah asalnya,
yang di buat oleh Capil. Prosedurnya adalah membawa KTP lama dan
wajib meminta surat keterangan pindah dari desa kemudian alamat
tujuan pindah harus jelas disertai foto kemudian dibawa ke Capil.
Apabila warga berdomisili 3 bulan di desa maka dibuatkan Surat
Keterangan Berdomisili saja bagi yang belum memiliki KTP, jangka
waktu 3 sampai 6 bulan wajib memiliki KTP atau KK setempat.”
(wawancara 22 November 2016)

Dari informasi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa antara aparatur
desa dan masyarakat dalam memberikan pelayanannya cenderung tidak
terlaksana secara optimal dan pengakuan dari masyarakat sendiri masih ada
yang mengalami kesulitan dalam layanan yang dilakukan.

Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat dalam Pelayanan
Administrasi Kependudukan di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang
Kabupaten Kutai Timur
Faktor Pendukung

Dari informasi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa antara aparatur
desa dan masyarakat dalam memberikan pelayanannya cenderung tidak
terlaksana secara optimal dan pengakuan dari masyarakat sendiri masih ada
yang mengalami kesulitan dalam layanan yang dilakukan.
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Faktor Penghambat

Dari hasil wawancara yang dilakukan dan pengamatan penulis ke
lapangan dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana publik masih belum
lengkap. Masih belum adanya fasilitas jalan yang memadai dan merata di setiap
desa. Selain itu juga fasilitas kantor dan jaringan telepon masih belum normal.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pelayanan administrasi
kependudukan di Desa Bukit Makmur sampai saat ini hasil data yang diperoleh
Pelayanan administrasi kepedudukan di Desa Bukit Makmur hingga saat ini
belum berjalan secara optimal khususnya dalam memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakat di Desa Bukit Makmur karena adanya berbagai macam
faktor penghambat.

Fasilitas kantor desa yang masih terbatas. Hal tersebut disebabkan
adanya beberapa hambatan. Faktor penghambat pelayanan ini adalah fasilitas
kantor hingga saat ini yang masih terbatas dan perlunya pembangunan sarana
dan prasarana publik yang ada di suatu kantor serta kurangnya motivasi
terhadap semangat kerja pegawai di Desa Bukit Makmur. Pelayanan yang
sudah cukup optimal diantaranya Pelayanan Aministrasi SKTM, Surat
Pengantar Akta Kematian, dan Surat Pengantar Akta Perkawinan. Hal tersebut
didukung oleh listrik tenaga surya yang sudah ada. Pelayanan yang cenderung
tidak optimal diantaranya Pelayanan Administrasi KTP, KK, Surat Pengantar
Akta Kelahiran, Surat Pengantar Nikah, dan Surat Pindah Datang/Domisili.

Pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,
peneliti akan menyampaikan beberapa rekomendasi diantaranya sebagai
berikut:

a. Peningkatan pada sarana insfrastruktur suatu kantor sebagai fasilitas
pendukung guna tercapainya pembangunan yang memudahkan masyarakat
dalam melakukan kegiatan administrasi.

b. Pembuatan papan informasi yang merinci syarat-syarat pengurusan setiap
dokumen yang diletakkan di ruang pelayanan, sehingga masyarakat dapat
memperoleh informasi yang akurat tanpa harus bertanya terlebih dahulu.

c. Seharusnya perlu dibuat slogan “Kami melayani dengan tepat, cepat dan
tanpa biaya” ke ruang pelayanan PATEN sebagai komitmen Kantor Desa
Bukit
Makmur sekaligus jaminan bagi masyarakat yang datang berurusan.

d. Mengisi papan data kependudukan setiap tahunnya sebagai informasi
semua warga yang melakukan pelayanan.

e. Seharusnya perlu perhatian dari Pemerintah Desa dalam memberikan
motivasi terhadap semangat kerja pegawai.

f.  Faktor akses jalan sebagai prasarana transportasi di Desa Bukit Makmur
seharusnya diperhatikan lagi oleh pemerintah daerah supaya pembangunan
yang ada di desa tersebut bisa berjalan dengan baik.
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